
BAB IV 

         PENUTUP 

A. Simpulan 

1. UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara 

umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu 

negara, akan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana 

illegal fishing. UU No 17 tahun tentang Perairan Indonesia tentang wilayah 

laut Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan 

Illegal fishing juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona 

Ekonomi Eksklusif Indoneia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber 

daya ikan di ZEE yang di implementasikan dalam UU Perikanan. 

Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan 

tindakan Illegal Fishing di ZEEI diberikan sanksi berupa pidana denda, 

sanksi administrasi, dan uang jaminan tanpa adanya pidana penjara. Hal itu 

telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. 

2. Pada kasus kapal M PKFB 1280 GT. 93,11 pemerintah Indonesia  telah 

melakukan upayan hukum yang sesuai dengan Unclose 1982, hal tersebut 

dapat dilihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah 

Indonesia berdasarkan aturan nasional Indonesia yang merupakan ratifikasi 

dari UNCLOSE 1982. Indonesia telah menerapkan penegakan hukum 

mengenai tindakan IUU Fishing sesuai dengan ketentuan Hukum 

Internasional maupun Hukum nasional yang tercermin dalam putusan yang 

diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda 

tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) 



UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 UU Perikanan sebagaimana telah diubah 

dengan UU Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal 

perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurungan, 

jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. 

 

B. SARAN 

1.Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam 

menanggulangi kegiatan illegal fishing, antara lain, dengan menambah 

jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada 

kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkap ikan 

dengan ukuran di atas 30 GT, berikut kelengkapan teknologi mutakhir, 

agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia 

sekaligus menandai kehadiran Indonesia secara konsisten (continuous 

presence) sebagai hak pengelolaan (sovereign rights) secara efektif dalam 

menjaga perairan eksklusifnya. 

2. Penegakan hukum (law enforcement) yang tegas juga harus diterapkan 

secara sungguh-sungguh oleh aparat Indonesia terhadap setiap pelanggar 

wilayah perairan Indonesia dan pelaku illegal fishing. Meski peraturan 

perundangundangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa 

diikuti penegakan hukum yang tegas dan juga pembenahan mental aparat 

penegak hukum, maka mustahil permasalahan illegal fishing dapat 

terselesaikan. 
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